|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini terus
menjadi sorotan. TKI sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk
penjualan organ tubuh, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan,
kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta

perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Kasus yang menimpa TKI tersebut merupakan hal yang ironis karena negara tidak
melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pihak-pihak yang terkait
dengan urusan TKI saling melempar tanggungjawab dalam melakukan
perlindungan TKI. Berbagai kasus tersebut terjadi tidak lepas dari kesalahan
penyelenggara TKI sejak awal. Pada umumnya, pelanggaran yang sering
dilakukan perusahaan penyelenggara TKI adalah fasilitas penampungan dan
pelatinan yang tidak layak, tidak memberi kepastian pemberangkatan dan
menahan calon TKI selama masa pendidikan, pemalsuan sertifikat pelatihan TKI,
pemalsuan umur calon TKI, serta manipulasi hasil rekam medis dan kelengkapan

dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari calon TKI.

Pemerintah dan DPR telah mengupayakan upaya untuk penempatan dan

perlindungan TKI dengan mengeluarkan berbagai peraturan, antara lain Undang-



Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.
Pemerintah dan DPR juga telah meratifikasi konvensi internasional seperti ILO
Convention Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa melalui Undang
Undang Nomor 19 Tahun 1999, ratifikasi ILO Convention Nomor 111 mengenai
Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan melalui Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1999, ratifikasi ILO Convention Nomor 138 mengenai Usia Minimum
untuk Diperbolehkan Bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999,

dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja.!

Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, atau yang dikenal sebagai
Konvensi Buruh Migran 1990. Pemerintah juga pernah melakukan moratorium
pengiriman TKI ke luar negeri untuk membatasi jumlah TKI dan dalam rangka
perlindungan TKI serta pemberian peringatan kepada negara pengguna TKI untuk
memperhatikan nasib TKI. Namun, karena kebutuhan akan lapangan kerja yang
kurang tersedia di Indonesia, maka pemerintah mencabut moratorium tersebut.
Pada 2006, Presiden juga pernah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia.?

Presiden menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Menteri Kesehatan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara

! Dian Indah Savitri. Mewujudkan Perlindungan TKI yang Bermartabat. Yayasan Obor. Jakarta.
1986. him. 3
2 Ibid. him. 4



Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota untuk mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan
masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Berbagai langkah tersebut selaras peran TKI yang sangat besar dalam
menyumbang devisa negara. Remitansi (pengiriman uang) TKI sepanjang tahun
2011 tercatat berjumlah 6,11 US$ miliar atau setara dengan Rp53,36 trilyun
rupiah dengan nilai tukar kurs sebesar Rp9200. Jumlah kiriman pahlawan devisa
ini yang tercatat di Bank Indonesia di luar kiriman langsung dari TKI, baik

melalui jalur perorangan maupun melalui lembaga keuangan non bank.*

Penempatan dan perlindungan TKI harus mendapat perhatian serius dari negara,
terutama dari Pemerintah, karena Pemerintah bertugas mengatur, membina,
melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan
TKI di luar negeri. Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI diharapkan
dapat memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi, menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negari, di
negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia, dan meningkatkan

kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Penempatan TKI merupakan awal mula proses pengiriman TKI. Penempatan yang
baik akan menghasilkan perlindungan TKI yang baik. Penempatan TKI adalah

kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan

® Dian Indah Savitri. Op Cit. 1986. him. 4



kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan
proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan,
persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan

pemulangan dari negara tujuan.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka
waktu tertentu dengan menerima upah. Pelaksana penempatan TKI di luar negeri
terdiri dari Pemerintah, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), dan
perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Sementara itu, pengguna jasa
TKI adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta,

dan/atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.

Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar
perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna
TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan. Sementara itu, PPTKIS
dilakukan oleh perusahaan yang mendapat izin tertulis berupa Surat Izin

Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menteri.

Siapapun dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat
pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan serta
peraturan perundangundangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di
negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup untuk pengiriman Calon TKI/TKI.
Atas pelanggaran tersebut, pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif
dan/atau sanksi pidana. Ancaman sanksi pidana berupa penjara paling singkat 2

(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp



2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00

(lima belas miliar rupiah).

Penempatan TKI dimulai dari kegiatan pra penempatan TKI, yang meliputi
pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP), perekrutan dan seleksi, pendidikan dan
pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, uji
kompetensi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses perekrutan
TKI, khususnya dalam dokumen calon TKI yang akan dipekerjakan pada pihak
perseorangan adalah umur minimal harus mencapai 21 tahun, sebagaimana diatur
Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun pada
kenyataannya pihak perusahaan yang merekrut calon TKI seringkali mengabaikan
persyaratan batas minimal usia ini dengan melakukan pemalsuan terhadap data

calon TKI. *

Salah satu contoh perkara yang terkait dengan perekrutan TKI di bawah umur
adalah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor:75/Pid./2009/
PT.TK. Terdakwa bernama Ismail (32 Tahun) sebagai Karyawan PT.Assalam
Karya Manunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 103 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Kronologisnya berawal ketika Sri Sukamti, SE. (Terdakwa dalam berkas terpisah)
selaku sponsor TKI ada merekrut korban yaitu saksi Resty Aryani dan membawa

korban ke PT.Assalam Karya Manunggal (PT. AKM) untuk menjadi Tenaga

* Dian Indah Savitri. Op cit. him. 3



Kerja Indonesia sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, pada saat itu korban
masih berumur 18 (delapan belas) tahun. Supaya korban dapat diberangkatkan, Sri
Sukamti,SE telah merubah tahun kelahiran korban dari tahun 1989 menjadi tahun
1986 pada dokumen-dokumen korban yang diserahkan ke PT. AKM yaitu Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran korban.
Dengan tahun kelahiran yang telah dirubah seolah-olah korban telah berumur 21

(dua puluh satu) tahun.

Menyatakan terdakwa Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi bantuan perekrutan calon
tenaga kerja indonesia (TKI) yang tidak memenuhi persyaratan yaitu berusia
sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau kecuali bagi calon tenaga kerja
indonesia (TKI) yang akan dipekerjakan pada perseorangan sekurang-kurangnya
berusia 21 tahun”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 ayat (1)
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.
Mejelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan terdakwa
Ismail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Membantu melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi
persyaratan umur” dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sebagai bentuk pertanggungjawaban

pidananya.

Perkara tersebut menunjukkan adanya permasalahan, yaitu kesenjangan antara
putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa perekrutan
calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan umur selama 1 tahun dengan

ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1) huruf ¢ Undang-



Undang Nomor 39 Tahun 2004 yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap

terdakwa belum optimal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dalam Skripsi yang
berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perekrutan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Umur (Studi Putusan

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 75/Pid/2009/PTTK).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap perekrutan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang tidak memenuhi persyaratan umur berdasarkan Putusan
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 75/Pid/2009/ PTTK?

b. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap perekrutan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak memenuhi persyaratan umur dalam

perkara Nomor 75/Pid/2009/ PTTK?

2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana,
khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap

perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak memenuhi persyaratan umur



berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 75/Pid/2009/
PTTK. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2013 dan ruang lingkup

lokasi penelitian adalah di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perekrutan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) yang tidak memenuhi persyaratan umur berdasarkan
Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 75/Pid/2009/ PTTK

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap
perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak memenuhi persyaratan

umur dalam perkara Nomor 75/Pid/2009/ PTTK

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak perekrutan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang tidak memenuhi persyaratan umur.

b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum
sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemidanaan terhadap pelaku tindak

perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak memenuhi persyaratan



umur. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan

melakukan penelitian dengan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi
dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan
untuk mangadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap

relevan oleh peneliti.’

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang
melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam
undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan
sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan
pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila
ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu
melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan

normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.®

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi
menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam hukum pidana terdapat dua teori

kesengajaan sebagai berikut:

% Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Ul Press. Jakarta. 1986. him. 124
® Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. him. 44
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(1) Teori kehendak (wilstheorie)
Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam
rumusan undang-undang
(2) Teori pengetahuan (voorstelling)
Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya;
orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan.
Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh
sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. ’
Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang
didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang
didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas
legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip
bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam
beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti

(vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability).

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus
mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis vyaitu
kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).
1. Kesengajaan (opzet)
Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam,
yaitu sebagai berikut:
a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat
dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.
Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku
pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan

yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai
akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

" Ibid. him. 50



11

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak
bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia
tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu

kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya
dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya
mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang
menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan
seseorang yang dilakukannya®

2. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab merupakan dasar
pertanggungjawaban pidana, yaitu terdakwa memiliki kemampuan untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melawan hukum. Kemampuan
ini berkaitan dengan keadan fisik dan psikis si pelaku yang berhubungan

dengan kelakuannya yaitu perbuatannya disengaja lalai.’

. Tidak ada alasan pemaaf pembenar dan pemaaf

Tidak ada alasan pemaaf maksudnya adalah perbuatan terdakwa tidak dapat
dimaafkan oleh pihak yang dirugikan dalam perbuatan tersebut, tidak ada alas
an pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa
masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error fact)
maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf
sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan

secara hukum °

® Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. him. 46

® Ibid. him. 48

' Ibid. him. 48
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b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh
menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal
183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).
Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)*

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja
tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan
yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan
tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya
(unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga
apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3

KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.*?

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim
dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu™;

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau
mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan
fungsi yudisialnya.

1 satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 11
2 1bid. him. 11

3 Ahmad Rifai.. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar
Grafika. him. 2010. him. 103
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Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim
dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

(1) Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-
syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang
tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya
keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
(2) Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari
hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan
dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim
akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara
pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan,
lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.**

Teori lain yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, yaitu dalam
mengadili pelaku tindak pidana, maka proses menyajikan kebenaran dan keadilan
dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum,
maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan
dituntut untuk memenuhi teori-teori sebagai berikut:

a. Teori koherensi atau kosistensi
Teori yang membuktikan adanya saling berhubungan antara bukti yang satu
dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan
keterangan saksi yang lain. Atau, saling berhubungan antara keterangan saksi
dengan alat bukti yang lain (alat-alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184
KUHAP). Dalam hal seperti ini dikenal adanya hubungan kausalitas yang
bersifat rasional a priori.

b. Teori korespodensi
Jika ada fakta-fakta di persidangan yang saling bersesuaian, misalnya, antara
keterangan saksi bersesuaian dengan norma atau ide. Jika keterangan saksi
Mr. X menyatakan bahwa pembangunan proyek yang dilakukan oleh Mr. Y
tidak melalui proses lelang tetapi dilaksanakan melalui penunjukan langsung
Perusahaan Z. Persesuaian antara fakta dengan norma ini terlihat dalam
hubungan kuasalitas yang bersifat empiris a pesteriori.

c. Teori utilitas
Teori ini dikenal pula dengan pragmatik, kegunaan yang bergantung pada
manfaat (utility), yang memungkinkan dapat dikerjakan (workbility), memiliki
hasil yang memuaskan (satisfactory result), misalnya, seseorang yang dituduh

14 Ahmad Rifai. Ibid. 2010. him.104



14

melakukan korupsi karena melakukan proyek pembangunan jalan yang dalam
kontrak akan memakai pasir sungai, tetapi karena di daerah tersebut tidak
didapatkan pasir sungai, lalu pelaksana proyek itu mempergunakan pasir
gunung yang harganya lebih mahal. Apakah pelaksanaan proyek itu dapat
dipersalahkan melakukan korupsi? Padahal dia tidak memperkaya diri sendiri
atau orang lain, bahkan dia merugi kalau memakai pasir gunung. Kasus seperti
ini dapat diteropong melalui kacamata teori yang Kketiga ini, karena
kepentingan umum untuk melayani masyarakat terpenuhi. *°

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.’® Agar tidak terjadi kesalahpahaman
terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan
memberikan konsep sesuai dengan pokok pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan
apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu
tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku,
disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-
unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. *’

2. Penegakan Hukum Pidana adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai
yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

dalam suatu tindak pidana.*®

5 Lilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya.2007. him. 42

16 Soerjono Soekanto. Op Cit. 1983. him.132.

" Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. him. 49

'8 Soerjono Soekanto. Op Cit. 1983. him.70
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3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi
siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran
norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak
sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku®®

4. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan
melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-
undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan umum?.

5. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri
dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
(Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan TKI)

6. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI
sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri
yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan
dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan
sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. (Pasal 1 angka
(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan TKI)

9 Moeljatno, Ibid. him. 54
0 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 82.
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7. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon

TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun
sesudah bekerja (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

tentang Penempatan dan Perlindungan TKI)

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan

mempermudah untuk memahaminya, maka penulis menyajikan sistematika

penulisan sebagai berikut:

PENDAHULUAN
Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,
Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan
dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian pertanggungjawaban pidana,
dasar pertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara dan tindak pidana

di bidang ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN
Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan
Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat
penelitian,  terdiri  dari  deskripsi dan  analisis  mengenai
pertanggungjawaban pidana terhadap perekrutan TKI vyang tidak
memenuhi persyaratan umur dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan
pidana terhadap perekrutan TKI yang tidak memenuhi persyaratan umur
dalam perkara Nomor 75/Pid/2009/ PTTK

PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan
pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



